
58

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur

yaitu ditinjau dari kemampuan Romli (terdakwa) dapat bertanggungjawab

berdasarkan hal-hal : Perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak

pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu

melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Terdakwa

yang bernama Romli bin Aceng sebagai pelaku tindak pidana mampu

bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan

pembenar terhadapnya.

Suatu perbuatan harus memiliki sanksi yang mengikat, hal ini berdasarkan

prinsip asas legalitas dimana seseorang tidak boleh dipidana tanpa ada

aturan yang jelas melarangnya. Maka sanksi yang dikenakan Romli bin

Aceng sudah cukup berat karna telah melanggar ketentuan dalam Pasal 81

ayat (2) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah

menjatuhkan putusan pemidanaan  berupa pidana penjara selama 11

(sebelas) tahun.
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2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam menjatuhkan

putusan pidana terhadap pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu

hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebelum menjatuhkan

pidana telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menyesuaikan

keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu

fakta hukum atau peristwa hukum sebagaiaman yang terjadi (kebenaran

Materil). Pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada unsur-unsur yang

didakwakan tetapi juga mengaitkan antara keterangan satu sama lain. hal-

hal yang memberatkan yaitu membuat saksi korban trauma, telah merusak

masa depan saksi korban, dan hal yang meringankan terdakwa Romli yaitu

bersikap sopan dalam persidangan dan secara terus terang mengakui

perbuatannya.

B. Saran

Selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan yang jelas mengenai perlindungan anak, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum

maksimal memberikan perlindungan kepada anak secara keseluruhan.

2. Perlu meningkatakan gerakan perlindungan anak dengan cara memberikan

arahan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak, dan bagaiman tata cara

melaporkan apabila anak mengalami ancaman baik fisik maupun psikis

dikarnakan akan merusak masa depan anak karna anak adalah generasi

penerus bangsa.


